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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah penulis menguraikan pembahasahan pada bab sebelumnya, maka 

penulis sekarang dapat menyimpulkan,sebagai berikut: 

1. Dasar  Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan 

Negeri Pekanbaru dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 

19/Pdt.Sus/PHI/2020/PN Pbr telah memperlihatkan aspek sosiologis pekerja 

yang sudah bekerja diperusahaan, sehingga pekerja mendapatkan hak-haknya 

sesuai dengan Pasal 168 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. Dalam pertimbangan hakim tersebut bahwasannya 

dengan segala bukti yang ada, terbukti perusahaan tersebut telah melanggar 

peraturan. Maka hakim memutus perkara ini sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.  

2. Pemenuhan Hak- hak Penggugat sudah Terpenuhi dalam Putusan perkara 

Nomor 19/Pdt.Sus/PHI/2020/PN Pbr maka penggugat akan mendapatkan 

pesangon,mendapatkan uang penghargaan masa kerja,uang penggantian hak 

perumahan dan pengobatan, mendapatkan uang cuti tahun 2019, mendapatkan 

upah proses 6 (enam ) bulan upah maka sudah sesuai Pasal 156 Ayat (2) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
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B. Saran 

Setelah Penulis Menganalisa putusan Nomor Nomor 

19/Pdt.Sus/PHI/2020/PN Pbr berdasarkan bukti dan fakta yang ada, maka saran 

yang dikemukan penulis skripsi ini yaitu : 

1. Agar pengusaha dan pekerja di Indonesia diberikan sosialisasi tentang tenaga 

kerja sesuai peraturan yang ada,karena masih banyak perusahaan yang belum 

mengetahui Tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja 

2. Agar putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial di setiap daerah di 

Indonesia dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena 

banyak hakim yang memihak salah satu pihak maka harus terciptanya keadilan.   
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